
 

 
 
 

 

 
BUPATI SERANG 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI SERANG  

NOMOR 88 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG  

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERANG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan  ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 

Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Propinsi Banten  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6.Undang-Undang… 

 

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6398; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005  
Nomor  138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005  Nomor  110, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan … 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2014  Nomor  92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016  
Nomor  114; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Neraga Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Neraga 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah(Lembaran Daerah 
Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 736); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pelaksanaan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Derah Kabupaten 
Serang Nomor 10 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Serang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Serang Nomor 10); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2018  

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 
2018 Nomor 11); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 
Tahun 2019 Nomor 5); 

26. Peraturan … 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Serang Tahun 2020 Nomor 9; 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 terdiri atas : 

a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah     Rp705.281.901.421,00 

2. Dana Perimbangan Rp1.584.532.313.243,00 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah     Rp734.338.936.632,00 

 Jumlah Pendapatan  Rp3.024.153.151.296,00  

a. Belanja 

1. Belanja Tidak Langsung   

a) Belanja Pegawai  Rp1.114.937.878.419,00 

b) Belanja Hibah       Rp34.785.397.000,00 

c) Belanja Bantuan Sosial       Rp19.355.535.000,00 

d) Belanja Bagi Hasil       Rp40.269.572.200,00 

e) Belanja Bantuan Keuangan      Rp428.448.415.700,00 

f) Belanja Tidak Terduga            Rp94.708.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung       Rp1.637.891.506.319,00 

c. Belanja Langsung 

   1. Belanja Pegawai Rp149.912.617.133,00  

   2. Belanja Barang dan Jasa Rp813.902.038.979,00  

   3. Belanja Modal Rp600.917.055.299,00  

       Jumlah Belanja Langsung                                  Rp1.564.731.711.411,00 

       Jumlah Belanja     Rp3.202.623.217.730,00 

       Surplus/(Defisit)                                                        Rp(178.470.066.434,00) 

d. Pembiayaan : 

1. Penerimaan          Rp377.470.794.021,00 

2. Pengeluaran           Rp37.700.000.000,00 

        Jumlah Pembiayaan Neto         Rp339.770.794.021,00 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan     Rp161.300.727.587,00 

 

Pasal 2… 
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Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci 
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran yang tercantum dalam 

lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.  

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 3 September 2020 

    BUPATI SERANG, 

   ttd 

RATU TATU CHASANAH 

 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 3 September 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, 

    ttd 

ENTUS MAHMUD SAHIRI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2020 NOMOR 88 

Salinan sesuai dengan Aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN SERANG 

ttd 
SUGI HARDONO, SH., MM 

NIP. 19670321 199203 1 008 

 


